BAB V

PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Jual Beli Hasll Panen Buah Mangga ljon dengan cara
Borongan di Desa Ngepung K ecamatan Patianr owo Kabupaten Nganjuk

Berdasarkan hasil temuan penelitian pelaksanaan jual beli hasil panen
buah mangga di Desa Ngepung Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk
berawal dari seorang pemilik pohon mangga yang ingin menjua hasil
panennya. Dia tidak ingin repot-repot mengeluarkan banyak uang untuk
memanennya dan jua beli yang digunakan dengan sistem ijon ketika buah
masih kecil sudah ditawar oleh pemborong untuk dibeli saat buah sudah siap
dipanen, jadi antara penjua dan pembeli hanya melakukan sebuah perjanjian.
Kemudian pemborong mendatangi pemilik pohon mangga diladangnya yang
ingin membeli hasil panennya, dan membelinya secara keseluruhan yang
kemudian dinamakan borongan.

Jual beli hasil panen buah mangga yang dilakukan ijon dengan cara
borongan untuk menghemat biaya yang pelaksanaan agad jual beli dilakukan
di rumah pemilik pohon mangga, biasanya pemborong sudah melihat
tanaman di ladang sehingga dapat memastikan harga dalam melakukan tawar
menawar. Sistem jua beli hasil panen buah mangga ijon dengan cara
borongan ketika seorang pemilik pohon mangga tidak ingin repot-repot
memanen hasil panennya. Apabila hasil panen buah mangga sudah ada yang

membeli, pemilik pohon mangga tidak perlu mencari buruh untuk memanen
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hasil panennya, pemborong lebih memilih membeli hasil tanaman dengan
sistem ijon atau borongan karena membeli secara borongan dapat
menghasilkan keuntungan yang cukup besar.

Hal ini sesuai menurut Sayyid Sabiq jual beli adalah tukar menukar
harta dengan harta yang lain dengan jalan saling rela atau pemindahan hak
milik dengan sesuatu ganti atas dasar kerelaan.! Jual beli adalah suatu proses
dimana seseorang penjual menyerahkan barangnya kepada pembeli (orang
lain) setelah mendapatkan persetujuan mengenai barang tersebut, yang
kemudian barang tersebut diterima oleh s pembeli dari s penjua sebagai
imbalan uang yang diserahkan. Dengan demikian secara otomatis pada proses
di mana transaksi jua beli berlangsung, telah melibatkan dua pihak, di mana
pihak yang satu menyerahkan uang (harga) sebagai pembayaran barang yang
diterimanya dan pihak yang lain menyerahkan barangnya sebagai ganti dari
uang yang telah diterimanya, dan proses tersebut dilakukan atas dasar rela
sama rela antara kedua belah pihak, artinya tidak ada unsur keterpaksaan atau
pemaksaan pada keduanya.

Daam kehidupan bermuamalah, Islam telah memberikan garis
kebijaksanaan perekonomian yang jelas. Transaksi bisnis merupakan hal yang
sangat diperhatikan dan dimuliakan oleh Islam. Perdagangan yang jujur
sangat disukai oleh Allah, dan Allah memberikan rahmad-Nya kepada orang-
orang yang berbuat demikian. Perdagangan, bisa sga dilakukan oleh

individual atau perusahaan dan berbagai |embaga tertentu yang serupa.

! Sayyid Sabig, Figh Sunnah..., hal. 126
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Upaya mengantisipasi terjadi kecurangan-kecurangan dalam jual beli,
baik yang berbentuk eksploitasi, pemerasan, monopoli maupun bentuk
kecurangan lainnya, tidak dibenarkan oleh Islam karena ha tersebut jelas
bertentangan dengan jiwa syariat Islam itu.

Isam tampil memberikan segala ketentuan yang pasti dan
menjauhkan berbagai pelanggaran tersebut. Semuanya dalam rangka
memperlihatkan hak individu yang mesti terlindungi dan menegakkan
solidaritas yang tinggi dalam masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk
memperlihatkan kepada dunia bisnis ketinggian moral yang digjarkan Islam
dan untuk menegakkan hukum-hukum Allah.

Menurut M. Ali Hasan sebagaimana dikutip Kutbuddin Aibak bentuk
nyata dari apa yang diistilahkan muamalah atau hubungan antar sesama
manusia, antaralain kita kenal adalah jual beli. Jual beli merupakan salah satu
kegiatan yang telah memasyarakat di kalangan umat manusia, dan agama
Islam telah memberi peraturan dan dasar yang cukup jelas dan tegas, akan
tetapi mungkin sering pula terjadi kasus kenaikan harga penjualan karena
kredit.?

Lebih lanjut, dalam jual beli ada satu sifat yang penting dan harus
dipraktekkan dalam suatu jual beli. Faktor itu adalah kejujuran, karena sangat
penting sebagai sifat yang akan menolong pribadi manusiaitu sendiri. Hal ini

cukup beralasan karena pada umumnya manusia itu cenderung bersifat ingin

214

’Kutbuddin Aibak , Kajian Figh Kontemporer, (Y ogyakarta: Kalimedia, 2017), hal. 213-
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memperoleh keuntungan yang sebanyak-banyaknya dengan moda yang

sedikit.

Sghat (agad) dari dua belah pihak, yakni perikatan atau kesepakatan

pemilikan yang diperoleh melalui transaks jual beli. Syarat jual beli yang

sesuai dengan rukun jual beli adalah sebagai berikut:

a. Syarat-syarat akad adal ah:

1) Aqgid (orang yang berakad), disyaratkan mempunya kemampuan

2)

(aliyah) dan kewenangan (wilayah) untuk melakukan akad yakni

mempunyai kewenangan melakukan akad.

Ma’qud alaih (objek akad), disyaratkan:

a)

b)

d)

Sesuatu yang diakadkan ada ketika akad, maka tidak sah
melakukan akad terhadap sesuatu yang tidak ada, meskipun
barangnya belum ada ketika akad, akadnya sah karena dibutuhkan
manusia.

Objek akad adalah sesuatu yang dibolehkan syariat, suci, tidak
ngjis atau benda mutangjis (benda yang bercampur ngjis).

Objek akad dapat diserahterimakan ketika akad.

Objek yang diakadkan diketahui oleh pihak-pihak yang berakad.
Caranya dapat dilakukan dengan menunjukkan barang atau dengan
menjelaskan cirri-ciri atau karakteristik barang.

Bermanfaat, baik manfaat yang akan diperoleh berupa materi
ataupun immateri. Artinya, jelas kegunaan yang terkandung dari

apa yang diakadkan tersebut.
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Sghat agad, merupakan sesuatu yang bersumber dari dua orang yang
melakukan akad yang menunjukkan tujuan kehendak batin mereka

yang melakukan akad.

b. Syarat orang-orang yang beragad

Para ulama figh sepakat menyatakan bahwa orang yang melakukan

agad jual beli harus memenuhi syarat:

1)

2)

3)

Berakal, agar diatidak terkicuh, orang yang gila atau bodoh tidak sah
jua belinya. Adapun yang dimaksud berakal, yaitu dapat
membedakan atau memilih mana yang terbaik bagi dirinya, dan
apabila salah satu pihak tidak berakal maka jua beli yang diadakan
tidak sah.

Dengan kehendaknya sendiri (bukan dipaksa), bahwa dalam
melakukan perbuatan jual beli tersebut salah satu pihak tidak
mel akukan suatu tekanan atau paksaan kepada pihak lainnya, sehingga
pihak yang lain tersebut melakukan perbuatan jual beli bukan lagi
disebabkan adanya unsur paksaan, jual beli yang dilakukan bukan atas
dasar “kehendaknya sendiri” adalah tidak sah.

Keduanya tidak mubazir, maksudnya para pihak yang mengikatkan
diri dalam perjanjian jual beli tersebut bukanlah manusia yang boros
(mubazir), sebab orang yang boros di dalam hukum dikategorikan

sebagal orang yang tidak cakap bertindak, maksudnya dia tidak dapat

3 Ali Hasabah, Ushul al-Tasyri’ al-Isami, (Mesir: Dar al-Ma’arif, 1981), hal. 394-395
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melakukan sendiri suatu perbuatan hukum walaupun kepentingan
hukum itu menyangkut kepentingannya sendiri.

Baligh atau dewasa, dewasa dalam hukum Islam adalah apabila telah
berumur 15 tahun, atau telah bermimpi (bagi anak laki-laki) dan haid
(bagi anak perempuan), dengan demikian jual beli yang diadakan anak

kecil adalah tidak sah.*

c. Syarat benda atau barang yang menjadi obyek agad

Obyek jual beli adalah benda yang menjadi sebab terjadinya

perjanjian jual beli yang syarat-syaratnya adalah:

1)

2)

3)

4)

5)

Suci barangnya

Harus bermanfaat, jual beli serangga, ular, tikus, tidak boleh kecuali
untuk dimanfaatkan

Milik sendiri, jika jual beli berlangsung sebelum ada izin dari pemilik
barang, makajual beli seperti ini dinamakan bay’ fudul

Mampu menyerahkan, bahwa yang diagadkan dapat dihitung waktu
penyerahannya secara syara’. Sesuatu yang tidak dapat dihitung pada
waktu penyerahannya, tidak sah dijual, seperti ikan yang berada dalam
ar

Diketahui, jika barang dan harga tidak diketahui atau salah satu
keduannya tidak diketahui, jual beli tidak sah karena mengandung

unsur penipuan

* Chairuman Pasaribu, Hukum Perjanjian Dalam Islam, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006),

hal.. 35-36
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6) Barang yang diagadkan ada di tangan, adapun menjualnya sebelum di
tangan maka tidak boleh.”

Menurut para ulama sebagaimana dikutip Kutbuddin Aibak ketika
membolehkan jual beli secara kredit, dengan ketentuan selama pihak penjual
dan pembeli mengikuti kaidah dan syarat-syarat keabsahannya sebagai
berikut:

1. Harga barang ditentukan jelas dan pasti diketahui pihak penjual dan
pembeli.

2. Pembayaran cicilan disepakati kedua belah pihak dan tempo pembayaran
dibatasi sehinggaterhindar dari praktik bai’ garar “bisnis penipuan”.

3. Harga semula yang sudah disepakati berrsama tidak boleh dinaikkan
lantaran pelunasannya melebihi waktu yang ditentukan, karena dapat jatuh
pada praktik riba.

4. Seorang penjua tidak boleh mengeksploitasi kebutuhan pembeli dengan
cara menaikkan harga terlalu tinggi melebihi harga pasar yang berlaku,
agar tidak termasuk kategori bai’ muththarr jual beli dengan terpaksa.

Pelaksanaan jual beli hasil panen buah mangga dengan cara ijon atau
borongan sama dengan jual beli yang lain, akan tetapi dalam pengambilan
barangnya yang berbeda, jika jual beli dengan cara ijon atau borongan ini
pelaksanaanya dengan jalan setelah agad berlangsung buah yang ada di

ladang sudah menjadi pemilik pembeli atau hak milik atas buah sudah

> Sayyid Sabiq, Figh Sunah 12..., hal. 9-62
® Kutbuddin Aibak, Kajian Figh Kontemporer, (Y ogyakarta: Teras, 2009), hal. 216
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berpindah tangan. Jadi, semuanya tergantung pada pembeli, artinya
pengambilan pemanenannya menjadi hak pembeli.

Jual beli (transaksi) gharar termasuk dalam kategori memakan harta
dengan cara yang bathil dan terlarang atau tidak termasuk jual beli (transaksi)
yang diperbolehkan. Jual beli dengan cara ijon atau borongan tidak termasuk
gharar karena sudah sesuai dengan aturan dari syariat Islam yaitu dengan
adanya penjual dan pembeli yang saling rela, apabila sewaktu-waktu hasil
panennya hargajual di pasar turun ataupun naik tidak ada permasalahan.

Jual beli adalah kegiatan saling tukar menukar harta dengan harta
dalam bentuk pemindahan barang kepemilikan. Jual beli harus mengandung
unsur muwwadhoh yang berarti tukar menukar sesuatu yang bersifat materi,
sehingga jual beli hanya bisa berlaku untuk benda yang dapat ditukarkan.
Syarat kebolehan penjualan buah yang masih berada di pohon adalah tampak
buahnya. Buah yang akan dijual bisa dilihat bentuknya. Tidak diperkenankan
menjual buah yang masih belum ada bentuknya karena hal itu dikhawatirkan
akan menjurus pada penipuan daam proses jual beli. Selain itu menjual buah
yang belum ada wujudnya juga tidak bisa dipastikan, karena kemungkinan
adanya penyakit yang menyerang pohon sehingga buahnya tidak bisa
nampak. Selain keharusan adanya kenampakan buah, ukuran buah juga
menjadi petimbangan dalam penjualan buah yang masih berada di pohonnya.

Buah yang masih berada di atas pohon bisa untuk diperjuabelikan,
tidak hanya buah yang sudah masak tapi juga buah yang masih muda, lebih

lanjut buah muda yang bisa diperjualbelikan adalah buah yang belum masak.
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Artinya, tidak diperbolehkan buah yang kecil dan belum masak untuk

diperjualbelikan karena belum dapat diambil manfaatnya.

Pelaksanaan Jual Beli Hasil Panen Buah Mangga ljon dengan cara
Borongan ditinjau dari Hukum Perdata di Desa Ngepung Kecamatan
Patianr owo Kabupaten Nganjuk

Berdasarkan hasil temuan penelitian pelaksanaan jual beli hasil panen
buah mangga di Desa Ngepung Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk
menurut hukum Perdata adalah berawal dari seorang pemilik pohon mangga
yang ingin menjua hasil panennya dan dia tidak ingin repot-repot
mengeluarkan banyak uang untuk memanennya, tetapi ketika buah masih
muda antara kedua belah melakukan sebuah perjanjian dan ketika buah sudah
tua baru dipanen. Kemudian pemborong mendatangi pemilik pohon mangga
diladangnya yang ingin membeli hasil panennya, dan membelinya secara
keseluruhan yang kemudian dinamakan borongan.

Jual beli hasil panen buah mangga ijon dengan cara borongan untuk
menghemat biaya yang pelaksanaan agad jua beli dilakukan di rumah
pemilik pohon mangga, biasanya pemborong sudah melihat tanaman di
ladang sehingga dapat memastikan harga dalam melakukan tawar menawar.
Sistem jual beli hasil panen buah mangga ijon dengan cara borongan ketika
seorang pemilik pohon mangga tidak ingin repot-repot memanen hasil
panennya. Apabila hasil panen buah mangga sudah ada yang membedli,

pemilik pohon mangga tidak perlu mencari buruh untuk memanen hasil
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panennya, pemborong lebih memilih membeli hasil tanaman dengan sistem
ijon atau borongan karena membeli secara borongan dapat menghasilkan
keuntungan yang cukup besar.

Pelaksanaan jual beli panen dengan cara ijon atau borongan ditinjau
dari Hukum Perdata di Desa Ngepung Kecamatan Patianrowo Kabupaten
Nganjuk sudah sesuai dengan syarat-syarat perjanjian dalam hukum perdata
dengan adanya penjual dan pembeli saling rela dan tidak ada perselisihan di
kemudian hari. Akad serah terimanya setelah buah di panen. Ketika buah
masih kecil sudah ada pemborong yang menawar dan buah mangga akan di
panen ketika sudah tua dengan tujuan agar buah mangga tidak di tawar oleh
pemborong yang lain, jadi antara pemilik pohon dan pemborong hanya
mel akukan perjanjian sgja.

Jika ditinjau dari syarat dan rukun, sistem jual beli hasil panen dengan
menggunakan sistem ijon atau borongan di Desa Ngepung semua rukunnya
dapat terpenuhi, yaitu mulai dari al-‘agidain, al-ma’qud *‘alaih dan shighat
al-‘aqd. Dalam al-*aqgidain yakni penjual dan pembeli merupakan orang yang
sudah dewasa, berakal dan memiliki kehendak sendiri dalam melakukan jual
beli. Sedangkan dalam al-ma’qud ‘alaih yakni pada objek barang yang akan
dijual merupakan barang yang suci, bermanfaat, barang milik sendiri dan
bukan milik orang lain, dan barangnya dapat diserah terimakan. Mengenal
shighat al ‘aqd sendiri yakni kalimat ijab dan gabul juga sudah jelas

diucapkan.
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Jual beli adalah kegiatan saling menukar harta dengan harta dalam
bentuk pemindahan barang kepemilikan. Jua beli harus mengandung unsur
muawwadhoh yang berarti tukar menukar sesuatu yang bersifat materi,
sehinggajual beli hanya bisa berlaku untuk benda yang dapat ditukarkan.

Berdasarkan data yang diperoleh baik agad maupun pelaksanaan jual
beli hasil panen dengan cara ijon atau borongan yang ada di Desa Ngepung
tidak bertentangan dengan ketentuan syara’. Syarat kebolehan penjualan buah
yang masih berada di pohonnya adalah tampak buahnya. Buah yang akan
dijual bisadilihat bentuknya. Tidak diperkenankan menjual buah yang masih
belum ada bentuknya, karena itu di khawatirkan akan menjurus pada
penipuan dalam proses jual beli. Selain itu menjual buah yang belum ada
wujudnya juga tidak bisa dipastikan tumbuhnya buah karena kemungkinan
adanya penyakit yang menyerang pohon sehingga buahnya tidak bisa
nampak. Selain keharusan adanya ketampakan buah, ukuran buah juga
menjadi pertimbangan dalam penjualan buah yang masih di pohonnya.
Bahwa buah yang masih berada di pohon bisa untuk diperjualbelikan tidak
hanya buah yang sudah masak tapi juga buah yang masih muda. Lebih lanjut,
buah muda yang bisa diperjualbelikan adalah buah yang belum masak namun
bisa dimakan. Namun, tidak diperbolehkan buah yang masih kecil dan belum
masak untuk diperjualbelikan karena belum dapat diambil manfaatnya.

Jual beli hasil panen dengan cara ijon atau borongan yang ada di Desa

Ngepung jelas bukan termasuk gharar sebab barangnya dapat diserahkan
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dengan diserahkan pada saat awal proses transaksi (agad) jenis barang yang
dijual belikan sudah ditentukan bersama.

Namun seiring dengan perkembangan zaman dan untuk menunjukkan
elastisitas hukum Perdata, maka jual beli hasil panen dengan cara ijon atau
borongan di Desa Ngepung diperbolehkan asalkan penjual dan pembeli saling
rela sesuai perjanjian yang sudad disepakati dan tidak ada perselisihan
dikemudian hari.

Berdasarkan pengertian yang diberikan pasal 1457 di atas, persetujuan
jual beli sekaligus membebankan dua kewajiban yaitu:”

a. Kewagjiban pihak penjual menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli
b. Kewagjiban pihak pembeli membayar harga barang yang dibeli kepada
penjual

Berdasarkan data yang diperoleh tentang jual beli buah mangga di
Desa Ngepung Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk berkaitan dengan
pendapat menurut Salim H.S. perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian yang
dibuat antara pihak penjual dan pembeli di dalam perjanjian yang dibuat
antara pihak penjua berkewajiban untuk menyerahkan objek jual beli kepada
pembeli dan berhak menerima harga dan pembeli berkewajiban untuk
membayar harga dan berhak menerima objek tersebut.® Unsur yang
terkandung dalam definisi tersebut adal ah:

a. Adanya subjek hukum, yaitu penjual dan pembeli

b. Adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli tentang barang dan harga

" M. Y ahya Harahap, Segi-segi Hukum Perjanjian, (Bandung: Alumni, 1986), hal. 181
8salim H.S. Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, (Jakarta: Sinar
Grafika, 2008), hal. 49



109

c. Adanyahak dan kewajiban yang timbul antara pihak penjual dan pembeli.®

Unsur esensial perjanjian jua beli adalah penyerahan hak milik atas
suatu barang dan pembayarannya harus dengan uang. Jika pembayaran dan
penyerahan hak milik atas suatu barang tidak dengan uang, bukanlah
perjanjian jual beli tetapi perjanjian barter atau tukar menukar.™

Berdasarkan rumusan tersebut, jual beli merupakan suatu bentuk
perjanjian yang melahirkan kewagjiban atau perikatan untuk memberikan
sesuatu, yaitu penyerahan kebendaan yang dijual oleh penjual dan penyerahan
uang oleh pembeli kepada penjual. Dalam jual beli terdapat dua sisi hukum
kebendaan dan hukum perikatan.**

Pada sisi hukum kebendaan, jual beli melahirkan hak atas tagihan
yang berupa penyerahan kebendaan pada satu pihak dan pembayaran harga
jua pada pihak lainnya. Sedang dari sisi perikatanya jua beli melahirkan
kewgjiban dalam bentuk penyerahan kebendaan yang dijual oleh penjual dan
penyerahan uang oleh pembeli kepada penjual. Kitab Undang-undang Hukum
Perdata melihat jual beli hanya dari sisi perikatannya sgja, yaitu dalam bentuk
kewgjiban dalam lapangan harta kekayaan dari masing-masing pihak secara
timbal balik satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, maka jua beli

dimasukkan dalam buku ketiga tentang perikatan.*

°1bid., hal. 56

19 Ridwan Khairandy, Pengantar Hukum Dagang Indonesia, (Y ogyakarta: Gama Media,
1999), hal. 225

! Gunawan Wijaya dan Kartini Muljadi, Jual Beli, (Jakarta: PT. Rgja Grafindo Persada,
2004), hal. 7

“Ibid., hal. 8
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Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata memberikan
definisi tentang perjanjian sebagai: “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan
mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau
lebih”.®® Bunyi pasal tersebut bermakna bahwa perjanjian mengakibatkan
seseorang mengikatkan dirinya terhadap orang lain. Ini berarti dari suatu
perjanjian lahirlah kewagjiban atau prestasi dari satu pihak kepada satu atau
lebih pihak lainya yang berhak atas prestasi tersebut.

Pengertian perjanjian berdasarkan pasal 1313 Kitab Undang-undang
Hukum Perdata mendatangkan banyak ketidakpuasan di kalangan para ahli
Hukum. Abdulkadir Muhammad menyebutkan ada kelemahan-kelemahan
dari ketentuan dalam pasa 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata
yaitu:**

a. Hanya menyangkut satu pihak. Jika dilihat rumusan *“satu orang atau lebih
mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya”, maka kata
kerja “mengikatkan” mempunyai sifat hanya dapat dari satu pihak sgja.
Seharusnya rumusan itu adalah saling mengikatkan diri sehingga ada
konsensus para pihak.

b. Kata “perbuatan” mencakup juga tanpa konsensus karena pengertian
“perbuatan” termasuk tindakan melaksanakan pekerjaan tanpa kuasa yang
tidak mengandung konsensus antar para pihak. Seharusnya digunakan kata

“persetujuan”.

 bid., hal. 372
4 Ahmadi Miru, Kitab Undang-undang..., hal. 84
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c. Pengertian “perjanjian” dalam pasal tersebut mempunyai arti yang terlalu
luas karena dapat juga mencakup pelangsungan perkawinan, janji kawin
yang diatur dalam hukum perdata. Padahal “perjanjian” yang dimaksud
oleh Buku Il Kitab Undang-undang Hukum Perdata hanya perjanjian
yang bersifat kebendaan.

d. Perumusan pasa tersebut tidak menyebutkan tujuan mengadakan
perjanjian sehingga tidak jelas untuk apa para pihak mengadakan
perjanjian itu.’®

Menurut Abdulkadir Muhammad, perjanjian adalah suatu persetujuan
dengan mana satu orang atau lebih saling mengikatkan diri  untuk
melaksanakan suatu hal dalam lapangan hukum kekayaan.*®

Menurut R. Subekti memberikan pengertian perjanjian sebagal

berikut: “Suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada orang lain atau di

mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal, yang

menimbulkan suatu hubungan hukum yang dinamakan perikatan antara dua
orang yang membuatnya, dan terbentuknya berupa satu rangkaian perkataan
yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis”.

Sedangkan J. Satrio mengatakan perjanjian sebagai hukum antara dua pihak

atau lebih dalam lapangan hukum kekayaan, di mana ada satu pihak, serta ada

hak pihak lain dan ada kewajiban.'” Dalam hal ini terkait dengan jua beli ijon

di Desa Ngepung Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk.

> Abdulkadir Muhammad, Hukum Perikatan, (Bandung: Alumni, 1982), hal. 78

°Ipid., hal. 39

17 3. Satrio, Hukum Perjanjian, Perjanjian Pada Umumnya (Bandung: Citra Aditya Bakti
1982), hal. 24



112

Untuk dapat disebut sebagai perjanjian yang sah, maka suatu
perjanjian harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tersebut
dirumuskan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata sebagai
berikut:*®
1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Syarat sahnya suatu perjanjian seperti yang terdapat dalam pasal 1320
Kitab Undang-undang Hukum Perdata merupakan syarat sahnya perjanjian
jua beli. Dimana perjanjian jual beli merupakan salah satu jenis dari
perjanjian.

Pasa 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan
supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat yaitu:*°
1. Sepakat mereka yang merugikan dirinya.

Syarat pertama untuk sahnya perjanjian adalah suatu kesepakatan
para pihak. Kesepakatan adalah persesuaian kehendak antara para pihak
dalam perjanjian, jadi dalam hal ini tidak boleh adanya unsur pemaksaan
kehendak dari salah satu pihak pada pihak lainnya. Sepakat juga
dinamakan suatu perizinan, terjadi oleh karena kedua belah pihak sama-

sama setuju mengenai hal-hal yang pokok dari suatu perjanjian yang

'® Ahmadi Miru, Kitab Undang-undang..., hal. 20
¥ Abdulkadir Muhammad, Kitab Undang-undang..., hal. 78
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diadakan. Dalam hal ini kedua belah pihak menghendaki sesuatu yang
sama secaratimbal balik.
Ada lima cara terjadinya persesuaian kehendak, yaitu:*
1) Bahasa yang sempurna dan tertulis
2) Bahasa yang sempurna secaralisan
3) Bahasa yang tidak sempurna asal dapat diterima oleh pihak lawan
karena dalam kenyataannya seringkali seseorang menyampaikan
dengan bahasa yang tidak sempurnatetapi dimengerti oleh lawan.
4) Bahasaisyarat asal dapat dimengerti oleh pihak lawannya
5) Diam atau membisu, tetapi asal dipahami atau diterima oleh lawan.
Berdasarkan hal tersebut maka dapat dipahami bahwa terjadinya
kesepakatan dapat terjadi secara tertulis dan tidak tertulis. Seseorang yang
melakukan kesepakatan secara tertulis biasanya dilakukan dengan akta
otentik maupun akta di bawah tangan. Akta di bawah tangan adalah akta
yang dibuat oleh para pihak tanpa melibatkan pgabat yang berwenang
membuat akta. Sedangkan akta autentik adalah akta yang dibuat di
hadapan pejabat yang berwenang.
. Cakap untuk membuat suatu perjanjian
Cakap adalah kemampuan untuk melakukan suatu perbuatan hukum
yang dalam hal ini adalah suatu perjanjian. Perbuatan hukum adalah segala
perbuatan yang dapat menimbulkan akibat hukum. Orang yang cakap

untuk melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa.

% 5glim H.S,, Kitab Undang-undang..., hal. 33
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Ukuran kedewasaan adalah berumur 21 tahun sesuai dengan Pasal 1330
disebutkan bahwa orang yang tidak cakap untuk melakukan perbuatan
hukum adal ah:

1) Orang yang belum dewasa.

Ketentuan mengenai orang-orang yang belum dewasa terdapat
perbedaan antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya
yaitu: dasar hukum pasa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
(Burgelijk Wetboek) pasal 330 yang belum dewasa adalah mereka yang
belum mencapai umur 21 tahun dan tidak kawin sebelumya. UU No. 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 47 Anak yang dimaksud dalam
UU Perkawianan adalah yang belum mencapai 18 tahun. UU No. 13
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 angka 26. Anak adalah
setigp orang yang berumur dibawah 18 tahun. UU No. 3 tahun 1997
tentang Pengadilan Anak Pasal 1 adalah orang yang dalam perkara anak
nakal telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18
tahun dan belum pernah kawin. UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak
Asasi Manusia Pasal 1 angka 5 adalah setiap manusia yang berumur
dibawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih
dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya. UU
No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat (1) Anak
adalah seseorang yang belum berumur 18 tahun, termasuk anak yang
masih dalam kandungan. Adapun hasil dari Rapat Kerja Nasional

Mahkamah Agung Rl menyepakati bahwa batasan usia dewasa yang
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tepat adalah berdasarkan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang
perkawinan yaitu usia 18 tahun, karena sesuai dengan azas Lex postiori
derogat lex priori (peraturan yang baru mengahapus peraturan yang
lama).**
2) Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan
Orang-orang yang diletakkan dibawah pengampuan adalah setiap
orang dewasa yang berada dalam keaadaan sakit otak, gelap mata, dan
pemboros.?
3) Seorang diri
Berasarkan Fatwa Mahkmah Agung, melalui surat earan
Mahkamah Agung No. 3/1963 tanggal 15 September 1963, orang-orang
perempuan tidak lagi digolongkan sebagai yang tidak cakap. Mereka
berwenang melakukan perbuatan hukum tanpa bantuan atau izin
suaminya.
3. Suatu hal tertentu
Suatu hal tertentu berkaitan dengan objek perjanjian. Objek
perjanjian harus jelas dan ditentukan oleh para pihak (Pasal 1332 sampai
dengan Pasal 1334 KUHPerdata). Objek perjanjian yang dapat
dikategorikan dalam Pasal 1332 sampai Pasal 1334 adalah:*

a. Objek yang akan ada, asalkan dapat ditentukan jenis dan dapat dihitung.

2 R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang..., hal. 53

2 Ahmadi Miru, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, (Jakarta: Rgja Grafindo
Persada, 2007), hal. 29-30

% Mariam Darus Badrulzaman, KUHPerdata Buku |11, (Bandung: Alumni, 2006), hal.
104
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b. Objek yang dapat diperdagangkan (barang-barang yang dipergunakan
untuk kepentingan umum tidak dapat menjadi objek perjanjian).
Perjanjian yang objeknya tidak jelas karena tidak dapat ditentukan
jenisnya, atau tidak dapat diperdagangakan, atau tidak dapat dinilai
dengan uang, atau yang tidak mungkin dilakukan, menjadi batal demi
hukum.

4. Suatu sebab yang tidak terlarang.

Didalam pasa 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak
dijelaskan pengertian sebab yang halal. Sebab yang halal adalah bahwa isi
perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan, kesusilaan dan ketertiban umum.

Pasal 1320 ini, merupakan pasal yang sangat popular karena
menerangkan tentang syarat yang harus dipenuhi untuk lahirnya suatu
perjanjian. Syarat tersebut bailk mengenai pihak yang membuat perjanjian
atau biasa disebut syarat subjektif maupun syarat mengena perjanjian itu
sendiri (isi perjanjian) atau yang biasa disebut syarat objektif.*

Syarat yang pertama dan kedua merupakan syarat subjektif karena
berkaitan dengan subjek perjanjian dan syarat yang ketiga dan keempat
merupakan syarat objektif karena berkaitan dengan objek perjanjian.

Apabila syarat pertama dan kedua tidak terpenuhi, maka perjanjian itu

2 Ahmadi Miru dan SakkaPati, Hukum Kontrak..., hal. 67
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dapat diminta pembatalannya. Pihak yang dapat meminta pembatalan itu
adalah pihak yang memberikan izinnya secara bebas.?®

Sedangkan apabila syarat ketiga dan keempat tidak terpenuhi, maka
akibatnya adalah perjanjian tersebut batal demi hukum, artinya perjanjian
tersebut dianggap tidak dapat menuntut apapun apabila terjadi masalah di

kemudian hari.

C. Pelaksanaan Jual Beli Hasl Panen Buah Mangga ljon dengan cara
Borongan ditinjau dari Hukum Isam di Desa Ngepung Kecamatan
Patianr owo Kabupaten Nganjuk

Berdasarkan hasil temuan penelitian pelaksanaan jual beli hasil panen
buah mangga di Desa Ngepung Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk
menurut hukum Islam adalah berawal dari seorang pemilik pohon mangga
yang ingin menjua hasil panennya dan dia tidak ingin repot-repot
mengeluarkan banyak uang untuk memanennya, tetapi ketika buah masih
muda antara kedua belah melakukan sebuah perjanjian dan ketika buah sudah
tua baru dipanen. Kemudian pemborong mendatangi pemilik pohon mangga
diladangnya yang ingin membeli hasil panennya, dan membelinya secara
keseluruhan yang kemudian dinamakan borongan.

Jual beli hasil panen buah mangga yang dilakukan ijon dengan cara
borongan untuk menghemat biaya yang pelaksanaan agad jual beli dilakukan

di rumah pemilik pohon mangga, biasanya pemborong sudah melihat

% Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perikatan..., hal. 20
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tanaman di ladang sehingga dapat memastikan harga dalam melakukan tawar
menawar. Sistem jual beli hasil panen buah mangga ijon dengan cara
borongan ketika seorang pemilik pohon mangga tidak ingin repot-repot
memanen hasil panennya. Apabila hasil panen buah mangga sudah ada yang
membeli, pemilik pohon mangga tidak perlu mencari buruh untuk memanen
hasil panennya, pemborong lebih memilih membeli hasil tanaman dengan
sistem ijon atau borongan karena membeli secara borongan dapat
menghasilkan keuntungan yang cukup besar.

Secara terminologi, terdapat beberapa definis jual beli yang
dikemukakan ulama figh, sekalipun substansi dan tujuan masing-masing
definisi adalah sama.”® Para Ulama memberi definisi tentang jual beli sebagai
berikut:’

a. Menurut ulama Hanafiyah membagi definisi jual beli ke dalam dua
macam, yaitu: pertukaran harta benda dengan harta berdasarkan cara
khusus yang diperbolehkan.?®

b. Jua beli menurut Ulama Malikiyah ada dua macam, yaitu jual beli yang
bersifat umum dan jua beli yang bersifat khusus. Jual beli dalam arti
umum adalah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan
kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat dua
beleh pihak. Tukar menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti
penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Sesuatu yang

bukan manfaat ialah bahwa benda yang dipertukarkan adalah dzat

% Nasroen Haroen, Figh Mu’amalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hal. 111
*" | bid., hal. 52
% Rachmat Syafei, Figh Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hal. 74
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(berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya
atau bukan hasilnya. Jual beli dalam arti khususialah ikatan tukar menukar
sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang
mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan bukan pula perak,
bendanya dapat direalisir dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak
merupakan hutang baik barang itu ada di hadapan pembeli maupun tidak,
barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih
dahulu.”®
Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa inti dari
jua beli idah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang
mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu
menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian
atau ketentuan yang telah dibenarkan syara’ dan disepakati.
Rukun jual beli adatiga, yaitu:
a. Keduabelah pihak yang berakad (agidain)
Agidain adalah pihak-pihak yang melakukan agad, yaitu mereka
yang membuat ijab dan gabul, dalam jual beli yaitu penjual dan pembeli.
b. Objek akad (ma’kud alaih)
Ma’qud ‘alaihi, yaitu harta yang akan dipindahkan dari tangan
salah seorang yang berakad kepada pihak lain, baik harga atau barang
berharga. *°

c. ljab kabul (sighat)

% Hendi Suhendi, Figh Muamalah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hal. 69
% Juhaya S Pradja, Ekonomi Syariah, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hal. 111
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Akad (ijab gabul) adalah ikatan kata antara penjua dan pembeli.
Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan gabul dilakukan, sebab
ijab kabul menunjukan kerelaan (keridhaan). Pada dasarnyaijab dan kabul
dilakukan dengan lisan.**
Adapun syarat jual beli adalah sebagai berikut:
a. Syarat sah penjual dan pembeli (Agidain)

1) Berakal, agar tidak mudah tertipu. Orang gila atau orang bodoh tidak
sah jual belinya, sebab mereka tidak pandai mengendalikan harta.
Oleh karena itu, orang bodoh dan orang gila tidak diperbolehkan
menjual harta sekalipun harta tersebut adalah miliknya sendiri.*

2) Kehendak sendiri, tidak dibenarkan salah satu pihak memaksa
kehendaknya untuk melakukan tukar menukar hak miliknya dengan
hak milik orang lain. *

3) Baligh, orang yang melakukan jual beli harus baligh, maka dari itu
tidak sah akad yang dilakukan anak kecil karena mereka tidak
termasuk ahli tasharuf (ahli mengendalikan harta) dan dikhawatirkan
terjadi penipuan.

b. Syarat sah objek akad (ma’qud alaih)
1) Barang yang diperjual-belikan harus suci
2) Memberi manfaat menurut syara’, tidak boleh menjua barang yang

tidak bisa dimanfaatkan, baik karena terlalu sedikit seperti dua biji

3 Suhendi, Figh Muamalah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hal. 70

% |bid., hal.74

3 sudirman, Hukum Islam, (Bandung: Mandar Maju, 1972), hal. 142

3 |drus Ahmad, Figh Menurut Madzab Syafi’i, (Jakarta: Widya Jakarta, 1969), hal. 8
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gandum atau tidak ada manfaat karena hina seperti jenis serangga
yang membahayakan, tidak ada manfaat yang dianggap syar’i yang
dapat dinilai dengan uang. Jadi, ukurannya adalah memiliki manfaat
yang menjadi tujuan dan diterima oleh syariat.

3) Barang itu dapat diserahkan, tidak boleh menjual barang yang tidak
mampu diserahkan seperti menjual burung di udara, ikan dalam air,
unta yang lari, kuda yang hilang, atau harta yang dirampas, karena
ini termasuk gharar (menipu).

4) Milik sendiri, tidaklah sah menjual barang orang lain tanpa izin
pemiliknya atau barang-barang yang baru akan menjadi miliknya.

5) Barang tersebut diketahui oleh penjual dan pembeli, barang yang
diperjualbelikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya,
takarannya, atau ukuran-ukuran yang lainnya, sehingga tidak akan
menimbulkan keraguan salah satu pihak. *

c. Syarat sah ijab kabul (Sghat)

1) Satu samalain berhubungan di suatu tempat tanpa ada pemisah (satu

majlis).

2) Ada kesepakatan dalam ijab qabul pada barang yang saling

merelakan di antara kedua belah pihak.

3) Ungkapan harus menunjukan masa lalu (madhi) atau masa sekarang

(mudari’).*

% Suhendi, Figh Muamalah, (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), hal. 73
%sayyid Sabiq, Figh Sunnah, Jilid 12, terj. Kamaluddin A Marzuki, (Bandung: Alma’arif,
1987), hal. 128
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Terkait penjelasan diatas hasil studi kasus yang terjadi di Desa
Ngepung K ecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk boleh di lakukan ketika
antara kedua belah pihak sama-sama setuju terhadap perjanjian yang telah
dibuat tanpa ada paksaan.

Dalam akad pada dasarnya dititikberatkan pada kesepakatan antara
dua belah pihak yang ditandai dengan ijab qabul. Dengan demikian ijab gabul
adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridhaan
dalam berakad yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, sehingga terhindar
atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara’. Karena itu, dalam
Islam tidak semua bentuk kesepakatan atau perjanjian dapat dikategorikan
sebaga akad, terutama kesepakatan yang tidak diasarkan pada keridhaan dan
syariat islam.

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan fugaha berkenaan dengan
rukun agad.3” Menurut jumhur fugaha rukun akad terdiri atas:

a. Shighat yaitu adanya pernyataan para pihak untuk melakukan ijab qgabul
dari kedua belah pihak, boleh dengan lafad/ucapan atau tulisan. Shighat
haruslah selaras antaraijab dan gabulnya.

b. Aqid yaitu orang yang beragad (bersepakat). Pihak yang melakukan akad
ini dapat terdiri dari dua orang atau lebih. Pihak yang berakad dalam
transaksi jual beli di pasar biasanyaterdiri dari duayaitu pihak penjual dan

pembeli.

*” Wahbah az-Zuhaili, al-Figh al-Isami wa Adillatuh, Juz 4, hal. 29-30
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c. Ma’qud alaih ialah benda-benda yang diagadkan, seperti benda-benda
yang ada dalam transaksi jua beli, dalam akad hibah, dalam akad gadai
dan bentuk-bentuk akad lainnya.

d. Maudhu’ al-agd yaitu tujuan pokok dalam melakukan akad. Adanya tujuan
yang jelas mengapa suatu akad perlu dilakukan, yang disertai dengan jelas
jenis transaks yang dilakukan sehingga para pihak menjadi jelas dan
yakin. Seseorang ketika melakukan akad, biasanya mempunyai tujuan
yang berbeda-beda. Karena itu, berbeda dalam bentuk akadnya, maka
berbeda pula tujuannya. Dalam akad jua beli, tujuan pokoknya adalah
memindahkan barang dari pihak penjual ke pihak pembeli dengan disertai
gantinya (berupa uang/barang).

Shighat a aqd yang terdiri dari ijab dan gabul. Pengertian ijab adalah
permulaaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai
gambaran kehendaknya dalam mengadakan agad. Sedangkan gabul adalah
perkataan yang keluar dari pihak yang lain, yang diucapkan setelah adanya
ijab. Adapun pengertian ijab gabul pada sekarang ini dapat dipahami sebgai
bentuk bertukarnya sesuatu dengan yang lain, sehingga sekarang ini
berlangsungnya ijab gabul dalam transaksi jual beli tidak harus berhadapan
(bertemu langsung). Hal-hal yang harus diperhatikan dalam shighat al-agd:

a. Shighat al-aqd harus jelas pengertiannya, maka kata-kata dalam ijab gabul
harus jelas dan tidak menimbulkan banyak pengertian, misalnya seseorang

mengucapkan “aku serahkan benda ini”. kalimat tersebut masih belum
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dapat dipahami secara jelas, apakah benda tersebut diserahkan sebagai
pemberian, penjualan atau titipan.

b. Antara ijab dan qabul harus bersesuaian, maka tidak boleh antara pihak
berijab dan menerima (gabul) berbeda lafadh, sehingga dapat menibulkan
persengketaan, misalnya seseorang mengatakan “aku serahkan benda ini
sebagai titipan”, kemudian yang mengucapkan gabul berkata “aku terima
benda ini sebagai pemberian”.

c. Menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak  yang
bersangkuatan tanpa adanya unsur paksaan atau ancaman dari pihak lain.*®

Setiap pembentuk akad mempunyai syarat yang ditentukan syara’
yang wajib disempurnakan syarat-syarat terjadinya akad ada dua macam:

a. Syarat-syarat yang bersifat umum, vyaitu syarat-syarat yang wagjib
sempurna wujudnya dalam berbagai akad.

b. Syarat-syarat yang bersifat khusus, yaitu syarat-syarat yang wujudnya
wajib ada dalam sebagian akad, syarat khusus ini juga disebut sebagai
idhafi (tambahan) yang harus ada disamping syarat-syarat yang umum,
seperti syarat adanya saksi dalam pernikahan.

Syarat-syarat umum yang harus di penuhi dalam berbagai macam
akad:

a. Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli), maka akad
orang yang tidak cakap (orang gila, orang yang di bawah pengampuan

(mahjur) karena boros dan lainnya) akadnyatidak sah

* |bid., Ghufron A. Mas’adi, Figh Muamalah, hal. 78
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b. Yang dijadikan obyek akad dapat menerima hukumnya

c. Akad itu di izinkan oleh syara’, dilakukan oleh orang yang mempunyai
hak melakukannya, walaupun dia bukan agid yang memiliki barang

d. Akad bukan jenis akad yang dilarang, seperti jual beli mulamasah

e. Akad dapat memberikan faedah, maka tidaklah sah apabila akad rahn
dianggap sebagai amanah

f. ljab harus berjalan terus, maka ijab tidak sah apabilaijab tersebut dicabut
(dibatalkan) sebelum adanya gabul.

g. ljab dan gabul harus bersambung, jika seseorang melakukan ijab dan
berpisah sebelum terjadinya qabul, maka ijab yang demikian dianggap
tidak sah (batal).

Dalam agadnya dilakukan ketika berada di ladang pemilik mangga
maupun di rumah pemilik pohon mangga. Ketika pemilik pohon mangga
berada diladang dapat mempermudah tawar menawar panennya, dikarenakan
objek yang akan dibeli sudah ada dihadapan pembeli dan penjual. Ketika itu
panen buah mangga dan pemborong mendatangi pemilik pohon mangga
diladang, kemudian si pembeli mengambil contoh buah mangga kemudian
mel akukan tawar menawar untuk menentukan harga.

Para ahli tafsir mengemukakan bahwa ungkapan “Janganlah kamu
saling memakan harta sesamamu” mengandung pengertian dimana hal itu
mencakup larangan untuk mengonsumsi harta milik diri sendiri ataupun
orang lain dengan cara yang bathil, dalam arti cara yang haram, cara yang

tidak benar ataupun cara yang tidak dihalalkan oleh syara’.
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Jual beli dengan sistem borongan sebenarnya memiliki kesamaan
dengan sistem jual beli salaf dalam hukum Islam. Sebagaimana diketahui,
jua beli dengan istilah salaf, yang memiliki arti estimologis “dahulu” (sabiq),
karena sistem pembayaran akad salaf harus didahulukan dari penerimaan
barang (muslam fyh). Adapun secara terminologi, jual beli salaf adalah
menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual suatu barang
yang ciri-cirinya disebutkan dengan jelas dengan pembayaran modal terlebih
dahulu, sedangkan barangnya diserahkan dikemudikan hari yang disifatkan
dalam pertanggungjawaban, dengan ucapan menyerahkan.* Berdasarkan ayat
Al-Qur an dan Hadis Nabi di atas, praktek jual beli salaf berarti dibenarkan
dalam Islam.

Dasar hukum salaf adalah sebagai berikut:

a. Al-Qur'an
oy A1) ) sale Gl TG
Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amal ah, tidak secara
tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.
(QS. Al-Bagarah : 282)%
b. Al-Hadis

( ) 3 S 8 Ll 3 b L

%% Miftahul Khairi, Ensiklopedia Figh Muamalah dalam pandangan 4 Madzhab, Cet-1,
(Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009), hal. 137

“ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta
Y ayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur’an, 1979).
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“Siapa saja yang melakukan jual beli salaf, maka lakukanlah dalam
ukuran (takaran) tertentu, timbangan tertentu dan waktu tertentu”.
(HR. Bukhari-Muslim)

Rukun yang harus dipenuhi dalam akad jual beli salaf, menurut
mayoritas ulama adalah, pertama, orang yang berakal, baligh, dan berakad.
kedua, barang yang dipesan harus jelas ciri-cirinya, waktunya, dan harganya.
ketiga, ijab dan kabul.

Sedangkan syarat-syarat jual beli salaf adalah: pertama, syarat yang
terkait dengan modal/harga, harus jelas dan terukur, berapa harga barangnya,
berapa uang mukanya, dan berapa lama, sampai pembayaran terakhirnya.
kedua, syarat yang berhubungan dengan barang (obyek) salam harus jelas
jenis, ciri-cirinya, kualitas dan kuantitasnya.

Menurut Imam Malik Syafi’i dan Ahmad Bin Hambal, kebolehan
transaks salam, didukung oleh enam syarat: 1) jenis diketahui 2) sifatnya
diketahui 3) kadarnya diketahui 4) tempo yang diketahui 5) harga yang
diketahui dan 6) harga yang diserahkan di kalaitu juga. Kebolehan transaksi
salaf, juga berlaku terhadap barang yang belum ada sewaktu diakadkan,
sebaliknya Hanafi tidak menyepakati, karena kebolehan salaf terletak pada
keberadaan benda tersebut dari waktu ke waktu. Sementara itu, ada sebagian
ulama yang mengecualikan emas dan perak, dengan aasan terlau dekat
dengan larangan riba. Karena itu, kemungkinan riba tersebut terkait dengan
mempercepat pembayaran, memperlambat penyerahan barang, sementara

harapan keuntungan tidak bisa dihindarkan.
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Adapun dalil ijma adalah bahwa Ibnu Mundzir berkata, “Para ulama
yang kami ketahui berijma bahwa akad salaf adalah boleh karena masyarakat
memerlukannya.” Para pemilik tanaman, buah-buahan, dan barang dagangan
yang dibutuhkan nafkah untuk keperluan mereka atau untuk tanamannya dan
sgjenisnya hingga tanaman itu matang, sehingga akad salaf ini dibolehkan
bagi mereka guna memenuhi kebutuhan tersebut.

Sedangkan para fugaha' mendefinisikannya sebagai transaks atau
suatu barang dengan kriteria tertentu yang berada dalam jaminan penjua dan
diberikan dikemudian hari, namun dengan harga tunai yang diterima ditempat
transaksi.** Jual beli jenis ini dibolehkan oleh syariat, meskipun barang yang
dijual masih belum terwujud pada saat akad. Dalil yang menunjukkan bahwa
jua beli ini syar’i (sesuai dengan syariat) ialah nash. Imam ash-Shadiq a.s
berkata, “Tidak apa-apa jual beli “as-salaf ” jika engkau terangkan sifat-sifat
barang yang engkau jual, panjang dan lebarnya, dan pada hewan jika engkau
jelaskan (sifat) gigi-giginya.

Dan ketika Allah SWT memerintahkan pencatatan, kemudian
memberi keringanan dalam hal persaksian jika transaksi dilakukan dalam
perjaanan dan tidak ditemukan pencatat, maka perintah tersebut bisa
mengandung hukum wajib, dan bisa pula hanya sekedar petunjuk.** Akad
salaf merupakan transaks yang kronologi penamaannya terkait erat dengan

subtansi akad, yakni keharusan serah terima ra”s a/-mal (modal salaf)

! Shahih al-Fauzan, al-Mulakhkhas al-Fighi Juz 2, (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2013),
hal. 91

*2Syaikh Ahmad Musthafa al-Farran, Tafsir Imam Syafi“i Jilid 1Surah Al-fatihah-Ali
Imran, (Jakarta: Almahira, 2007), hal. 500
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terlebih dahulu di majlis sebelum serah terima barang (muslam fyh).
Termasuk aturan dalam salaf adalah jika barang yang dijual dengan cara salaf
tidak didapatkan saat jatuh tempo, seperti orang yang menjual buah tertentu
dengan cara salaf, tapi ternyata pohonnya tidak berbuah tahun itu, maka
orang yang berhak mendapatkan buah tersebut harus bersabar hingga barang
yang dibelinya ada dan memintanya. Atau boleh juga memilih untuk
membatalkan salaf dan mengambil modalnya kembali. Sebab bila suatu akad
dihapus, apa yang telah dibayarkan harus dikembalikan ke pemiliknya. Kalau
apa yang dibayarkan itu ternyata tidak ada lagi (habis atau musnah), maka ia
diberi gantinya.
Perbedaan salaf dan akad jual beli yaitu sebagai berikut:

a. Menurut Hanafiyah, ra’s al-mal tidak boleh diganti sebelum serah
terima dengan penjua (muslam ilyh), serah terima ra’sul mal
merupakan syarat bagi sahnya serah terima ra’sul mal merupakan
syarat bagi sahnya akad salaf. Berbeda dengan jua beli, harga bisa
diganti jika berupa hutang, dan tidak harus diserahterimakan waktu
akad. Untuk muslam fyh tidak boleh ada penggantinya, begitu juga
dengan objek akad jual beli yang telah disepakati. Jika muslam
melakukan pembatalan atas sebagian kontrak, dengan mengambil
sebagian ra’s al-mal dan muslam fyh, maka diperbolehkan menurut
mayoritas ulama. Begitu juga dalam akad jual beli.

b. Penjual (muslam ilyh) tidak diperbolehkan meminta muslam untuk

lepas dari ra’sul mal tanpa persetujuannya, jika muslam setuju, maka
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akad salam batal. Serah terima ra’sul mal merupakan syarat syahnya
akad salaf, berbeda dengan serah terima harga dalam jual beli.
Sebaliknya, dalam akad salaf muslam boleh melakukan ibra’ atas
muslam fyh, tidak dalam jual beli, objek akad harus diserahkan.

c. Muslam boleh melakukan hawalah, kafalah dan rahn atas ra’s al-mal,
begitu juga muslam ilyh atas muslam fiih. Dengan catatan, ra’sul mal
harus diserahkan muhal,alyh (pihak yang menerima pengalihan piutang
dari muhil), kafil orang yang menanggung pekerjaan), rahin (orang
yang memberikan jaminan) pada saat melakukan akad.

Pensyariatan salaf sesuai dengan tuntutan syariatan salam, dalamnya
tidak ada pertentangan dengan giyas. Sebagaimana boleh menangguhkan
penukar dalam jual beli, boleh pula menangguhkan barang yang dijual dalam
salaf, tanpa ada perbedaan di antara keduanya. Dalam surat Al-Bagarah
dijelaskan bahwa apabila melakukan utang piutang untuk waktu yang
ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.

Hal yang dimaksud dengan larangan ini adalah bahwa seseorang tidak
boleh menjual apa yang tidak mampu diserahkannya. Sesuatu yang tidak
mampu diserahkannya adalah sesuatu yang tidak ada padanya dalam
pengertian yang sebenarnya sehingga penjualannya adalah penipuan dan
pertaruhan. Adapun penjualan sesuatu yang dideskripsikan dan dijamin dalam
tanggungan, disertai  dengan keyakinan akan kemampuan untuk
menunaikannya pada saatnya, sama sekali tidak termasuk ke dalam masalah

ini.
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Diperbolehkannya muamalah semacam ini termasuk kemudahan dan
toleransi yang diberikan oleh syari’at Islam. Sebab muamalah ini memberikan
kemudahan bagi masyarakat dalam mewujudkan kemaslahatan mereka.

a Rukun Akad Salaf
1) Shighah
Shighah atau bahasa transaksi dalam akad salaf meliputi ijab dan
gabul yang menunjukkan makna pembelian dengan sistem salaf (pesan)
dan persetujuan.
2) Agidain
Agidain dalam akad salaf meliputi muslim dan muslam alyh.
Muslim adalah pihak yang berperan sebagai pemesan (pembeli).
Sedangkan muslam ilyh adalah pihak yang bertanggung jawab atas
pengadaan barang pesanan (muslam fyh) atau penjual.
3) Ra‘s al-Mal
Ra’s al-mal adalah harga dari muslam fyh yang harus dibayarkan
dimuka oleh pihak muslim.
4) Muslam Fyh
Muslam fyh adalah barang pesanan yang menjadi tanggungan
pihak muslimilyh.
b. Syarat Akad Salaf
Salaf adalah salah satu macam jual beli sehingga syarat-syaratnya
sama dengan syarat-syarat jual beli pada umumnya dengan penambahan

syarat-syarat sah yang khusus berikut ini:
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1) Untuk barang yang dijadikan sebagai objek transaksi (muslam fyh),
syarat yang harus dipenuhi adalah penyebutan jenis, bentuk, kadar
dipenuhi adalah penyebutan jenis, bentuk, kadar barang dan sifat
dengan kalimat yang menunjukkan keduanya dengan jelas sehingga
kedua pelaku akan dapat merujuk kepadanya (yaitu kepada
penyebutan jenis dan sifat tersebut) jika terjadi perselisihan.
Sebagaimana sabda Nabi yang artinya: Barang siapa melakukan sal af
atas yang artinya: Barang sigpa melakukan salaf atas sesuatu, maka
hendaklah ia melakukannya dalam takaran yang jelas, timbangan
yang jelas, dan hingga waktu yang jelas (muttafag alyh). Menurut
Malikiyah, Syafi’iyah dan Hanabilah, wujudnya barang (muslam fyh)
hanya disyaratkan ketika waktu jatuh tempo penerimaan (hulul), dan
tidak disyaratkan harus wujud ketika waktu akad. Sedangkan
menurut Abu Hanifah, musam fyh harus wujud sgak akad
dilangsungkan hingga waktu jatuh tempo (hulul). Barang (muslam
fyh) harus berstatus hutang dalam tanggungan, sehingga tidak sah
apabila berstatus barang yang tertentu secara fisik. Sebab, bahasa
salaf memiliki konsekuensi logis yang diakadi bersifat utang atau
tanggungan.®®

2) Hendaknya harga diserah terimakan di tempat pelaksanaan akad. Di
dalam hadist yang menjelaskan bahwa melakukan salaf atas sesuatu,

maka hendaklah ia melakukannya dalam takaran yang jelas.

* Wahbah Zuhaili, Figh Imam Syafi “i Jilid 2, (Jakarta:Almahira, 2010), hal. 30
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Melakukan salaf artinya membayar. Imam Syafi’i mengatakan:
“Istilah salaf tidak akan berlaku hingga barang yang di-salaf-kan
dibayar secara tunai sebelum berpisah dengan yang menerima salaf.
Sebab bila harganya tidak ditrima ditempat transaksi, maka transaksi
ini menjadi jual beli utang dengan utang.**

3) Ditentukan temponya secarajelas. Barang yang di salaf-kan (muslam
fyh) pada umumnya ada pada waktu penyerahan yang telah
ditentukan. Hendaklah barang yang dijua dengan cara salaf bukan
termasuk benda yang sudah nyata, tetapi hutang yang terjamin.
Penyerahan barang yang dijual dengan cara salaf hendaknya
dilakukan ditempat terjadinya transaks jika memungkinkan. Jika
kedua belah pihak telah setuju dengan lokasi penyerahan barang,
barulah salaf boleh dilakukan. Namun jika keduanya masih
berselisih tentang |okasinya, maka dikembalikan ke tempat transaksi
semula jika memungkinkan, sebagaimana telah dijelaskan diatas.

Dalam Fatwa DSN NO:05/DSN-MUI/IV/2000 tentang akad salaf
telah memutuskan ketentuan tentang pembayaran harus dilakukan pada saat
kontrak disepakati.*Dan apabila keduanya telah berpissh sebelum
pembayaran harga atau mereka telah mengambil kesepakatan akad sebelum
pembayaran diterima, akad tersebut batal. Kecuali bila sebagian harga telah

dibayar, sedang sebagian yang belum diserahkan berikut barang pesanan yang

* Shahih Al-Fauzan, al-Mulakhkhas al-Figh Juz 2.......,hal. 94
*> Fatwa DSN-MUI No.05/DSN-MUI/1V/2000 tentang jual beli Salaf.
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menjadi kompensasi pembayaran tersebut, hukumnya sah. Seandainya
penerima pesanan menerima pembayaran dimajelis akad, lalu menitipkannya
kepada pemesan sebelum meninggal kan tempat itu, akad ini hukumnya boleh.

Akad salaf tidak disyaratkan harus kredit (ditangguhkan), menurut al-
madzhab. Sebagimana telah disinggung di depan akad salaf sah dilakukan
baik secara tunai maupun ditangguhkan hingga waktu tertentu. Apabila akad
salaf diharuskan secara mutlak menentukan tunai atau kredit, sementara
barang pesanan telah ada, maka akad tersebut haruslah berlangsung secara
tunai.

Pihak pemesan secara khusus berhak menentukan tempat penyerahan
barang pesanan, jika dia membayar ongkos kirim barang. Bila tidak
memberikan ongkos kirim, maka pemesan tidak berhak menentukan tempat
penyerahannya. Atau hendaknya barang yang dijua dengan carasalaf diduga
kuat telah tersedia saat jatuh tempo, agar barang tersebut bisa di serahkan
pada waktunya. Bila barang yang di salaf kan tidak ada saat jatuh tempo,
maka salaf tersebut tidak sah. Sedangkan tempo penyerahan harga juga harus
diketahui untuk menghindari kerugian. Tidak ada batas untuk panjang
pendeknya tempo tersebut, selamatidak tergolong kesia-siaan.

Penjelasan di atas mengisyaratkan bahwa jua beli salaf itu adalah
penjualan dengan ditangguhkan atau dilakukan dengan tunai. Penjualan yang
ditangguhkan penyerahan barangnya tidak akan mengurangi manfaat barang
yang ditangguhkan. Namun apabila penjualan itu dilakukan dengan

penyerahan langsung barangnya secara akad, hal itu lebih utama demi
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menghindari terjadinya penipuan dan mengurangi resiko kerusakan barang
akibat halangan yang tidak terduga seperti adanya penyakit yang tiba-tiba
menyerang dan merusak buah yang diperjuabelikan. Akibatnya bisa
merugikan dari salah satu pihak.

Adapun dalil dari hadist Nabi Saw adalah riwayat Ibnu Abbas.ra
bahwa ketika Rasulullah Saw, saat itu ada orang yang menjua buah yang
masih dipohon dan buahnya diambil ketika sudah tua siap dipanen dalam

waktu satu tahun. Kemudian beliau bersabda:

Mg dyt.w s MJ.A.S\ X, w o L RERSCEN(E e B 2 A u,s o
cle I (palanr ot 1 ool g pola 578 o 2 3 o o) JUGb oy 220
Artinya: “lbnu Abbas berkata: Nabi Shallallahu ‘alyhi wa Sallam
datang ke Madinah dan penduduknya biasa membeli buah untuk masa
setahun dan dua tahun. Lalu beliau bersabda: *“ Barangsiapa membeli buah
maka hendaknya ia membelinya dalam takaran, timbangan, dan masa
tertentu. “Muttafaq Alyhi. Menurut riwayat al Bukhari: “Barangsiapa
membeli sesuatu”.*®
Terkait penjelasan diatas hasil studi kasus yang terjadi di Desa
Ngepung Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk boleh di lakukan ketika
antara kedua belah pihak sama-sama setuju terhadap perjanjian yang telah

dibuat tanpa ada paksaan.

6 Al-Hafidh Imam Ibnu Hajar Al-Asgalany, Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam,
Hadist No. 875, terj. Dani Hidayat, CD Program Versi 2.0 “Bulughul Maram”, (Tasikmalaya:
Pustaka Al-Hidayah, 2008), hal. 74
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Dalam akad pada dasarnya dititikberatkan pada kesepakatan antara
dua belah pihak yang ditandai dengan ijab qabul. Dengan demikian ijab gabul
adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridhaan
dalam berakad yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, sehingga terhindar
atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara’. Karena itu, dalam
Islam tidak semua bentuk kesepakatan atau perjanjian dapat dikategorikan
sebagal akad, terutama kesepakatan yang tidak diasarkan pada keridhaan dan
syariat islam.

Sistem jual beli hasil panen buah mangga ijon dengan cara borongan
ketika seorang pemilik pohon mangga tidak ingin repot-repot memanen hasil
panennya. Apabila hasil panen buah mangga sudah ada yang membedli,
pemilik pohon mangga tidak perlu mencari buruh untuk memanen hasil
panennya, pemborong lebih memilih membeli hasil tanaman dengan sistem
ijon atau borongan karena membeli secara borongan dapat menghasilkan

keuntungan yang cukup besar.



